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Abstrak
 

Tesis ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis mengenai 2 (dua) hal,

yaitu tentang bagaimanakah akibat hukum rangkap jabatan Notaris terhadap keautentikan akta-akta yang

telah dibuat oleh Notaris dan bagaimanakah tanggung jawabnya. Sejatinya untuk menjadi seorang Notaris

dibutuhkan serangkaian persyaratan yang perlu dipenuhi. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka

seseorang dapat diangkat menjadi seorang Notaris oleh Negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia secara atribusional berdasarkan Undang-Undang. Salah satu persyaratan tersebut adalah tidak

sedang mengemban status sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, ataupun jabatan-jabatan lain

yang dilarang oleh undang-undang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. Pada kenyataanya, masih dapat

ditemukan pelanggaran seperti halnya simulasi kasus berdasarkan kasus nyata yang digunakan untuk

membuat analisa pada tesis ini. Ketika seseorang menjabat sebagai seorang Notaris, orang tersebut memiliki

kewenangan untuk membuat sebuah akta Notaris. Akta Notaris ini merupakan akta autentik yang memiliki

kekuatan pembuktian absolut dalam sebuah peradilan. Ketika seorang Notaris melakukan rangkap jabatan,

maka mereka akan kehilangan kecakapan sebagai seorang pejabat umum dan kehilangan kewenangan untuk

membuat akta autentik. Hal ini didasarkan pada Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menyatakan bahwa sebuah akta hanya dapat diperlakukan sebagai akta autentik jika akta tersebut dibuat

oleh pejabat umum yang cakap. Maka dari itu, ketika ada seorang Notaris yang  terbukti telah memalsukan

persyaratan yang perlu ia lengkapi untuk menjadi seorang Notaris dan tetap diangkat menjadi seorang

Notaris serta membuat akta-akta autentik selama Notaris tersebut menjabat, maka akta tersebut hanya

memiliki kekuatan dibawah tangan karena Notaris tersebut tidak memiliki kewenangan ataupun kecakapan

sebagai seorang pejabat umum yang sah. Serta, dikarenakan telah memalsukan persyaratan yang diperlukan

untuk menjadi seorang Notaris dan telah merugikan kepentingan bersama terutama klien-klien Notaris serta

mencoreng nama baik Notaris, maka Notaris tersebut harus diberhentikan dengan tidak hormat dan juga

mempertanggungjawabkan setiap kerugian yang timbul akibatnya.

......This thesis was created using doctrinal research methods to analyze 2 (two) things, namely the legal

consequences of having a Notary's dual position on the authenticity of the deeds that have been made by the

Notary and what their responsibilities are. In fact, to become a Notary you need a series of requirements that

need to be met. Once these requirements are met, a person can be appointed as a Notary by the State through

the Minister of Law and Human Rights in an attributional manner based on the Law. One of these

requirements is that you are not currently holding the status of a civil servant, state official, advocate, or

other position that is prohibited by law from being concurrently with the position of Notary. In reality,

violations can still be found, such as in the reality-based case simulations used to make the analysis in this

thesis. When someone serves as a notary, that person have the authority to make a notarial deed. This
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Notarial Deed is an authentic deed that has absolute evidentiary power in a court of law. When a Notary

holds multiple positions, they will lose their skills as a public official and lose their authority to make

authentic deeds. This is based on Article 1869 of the Civil Code which states that a deed can only be treated

as an authentic deed if the deed is made by a competent public official. Therefore, when a Notary is proven

to have falsified the requirements that he needs to complete to become a Notary and is still appointed as a

Notary and makes authentic deeds while the Notary is in office, then the deed only has the power under the

hand of the Notary. does not have the authority or competence as a legitimate public official. Also, because

he has falsified the requirements necessary to become a Notary and has harmed the common interest,

especially the Notary's clients and tarnished the Notary's good name, the Notary must be dishonorably

dismissed and also be held responsible for any losses that arise as a result.


